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BUPATI BANYlJMAs 

PERATURAN BlJPATI BANYUMAS 
NOMOR5a 

D TAJ·IUN 2013 

TENTANO 

pE'fUNJUK PELAKSANAAN 
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MEN ARA TELEKOMUNIKASI 

~enimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS , 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 

ayat (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 106 ayat (4), Pasal 108 

ayat (4), Pasal 110 ayat (3), dan Pasal 111 ayat (3) 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten 

Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara 

· Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi. 

I. Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang 

Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

3_ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

1 k 
'k · (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tee omum as1 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 
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4. Undnng-Undung 
lenta n g p . Nomor 32 Tahun 2004 

emerinta.h 
Rcpublik Ind , an Daerah (Lembaran Negara 

ones1a T h 
Trunbahan Le a un 2004 Nomor 

mba ran N 
Nomor 4437) egara Republik Indonesia 

scba · 
kali terakhir d ga ima na telah diubah beberapa 

Tahun 200S engan Undang-Undang Nomor 12 

U ten tang Perubahan Kedua Atas 
ndang-Undana 

o Nomor 32 Tah Pe m erintahan 
O 

un 2004 tentang 
aerah (Le b blik Indonesia T h m aran Negara Repu 

a un 2008 N Lembaran N omor 59, Tambahan 
egara Republ"k I 1 ndonesia Nomor 4844); 

125, 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah d 
N 

an Retribusi Daerah (Lembaran 
egara Republik I d . n ones1a Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembar N a n egara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

6. Peraturan Daerah Ka bu paten Banyumas Nomor 19 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di 
Ka bu paten Banyumas (Lembaran Daerah Ka bu pa ten 

Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C); 

MEMUTUSKAN: 

Venetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN 

MENARA TELEKOMUNIKASI. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

OaJam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

I. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah. 

3· Bupati adalah Bupati aanyumas. 

4. Dinas adalah Dinas 

Kabupaten Banyumas. 

perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika 
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t1cpillo Dinos udnlnh KcpnJ 
,.. 'k K b a Dinos p h . dan 5, 
1 

ror1nnt1 n n upntcn Bany er ubungan, Komunikast 
11 Umns. 
Rctribusl PcngendaJinn Men 

I' ..a·!'lcblll Rctribusi adalah R ~ra Tclekomunikasi yang selanjutnya 
,.,~ ctnbusi J • 
cl ,loin Perolurnn Dnerah N asa Umum sebagaimana d1atur 
, omor 19 T h . 

J
i,:-il umum Di l<nbupnten Ba a un 2011 tentang Retribus1 

11Yumas. 
~jobnt yang ditunjuk adaJah 

ctibert tugas tertentu oleh 
pemungutan Retribusi. 

Pegawai Negeri yang ditunjuk dan 

Kepala Dinas untuk melakukan 

l{os oaerah adalah Kas Daerah K b 
8 Upaten Banyumas. 

aadnn adalah sekurnpulan 
q orang dan/ a tau 

rncrupakan kesatuan, baik yang 
melakukan usaha 

modal yang 

maupun yang 
U'dak melakukan usaha yang 1· • K d" me iput1 Perseroan Terbatas, 
Perseroan oman 1ter dan persero 1 . UMN) Badan Usah . . an amnya, Sadan Usaha Milik Negara 
(B ' a Mthk Daerah (BUMD) dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, Firma K . . 

• ongs1, Koperas1, Dana Pensiun, 
rersekutuan, Perkumpulan y 

. . . , ayasan, Organisasi 
orgarusas1 Sos1al Politik atau O · • 1 • 

Massa, 
rgan1sas1 amnya lem baga dan 

bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kol~ktif dan bentuk 
usaha tetap. 

10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, 

penerimaan dari setiap informasi dalarn 
pengiriman dan/ atau 

bentuk tanda-tanda, 
isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, 
radio, atau sistem elektromagnetik Iainya. 

11. Penyelenggaran Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan 

pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya 

tclekomunikasi. 

11 Menara telekomunikasi, adalah bangunan untuk kepentingan 

umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang 

merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung 

Yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur 

fisiknya dapat berupa rangka dimana fungsi, desain dan 

konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjangan menempatkan 

perangkat telekomunikasi. 

IJ. PerniJik Menara adalah Orang Pribadi dan/atau Badan yang memiliki 

rnenara telekomunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan 

telekomunikasi. 
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l~ctrlbuHi nd t I 
\,,1•

1il> 11 11 1 ornn , g 
" " k ~ pribadl t Bada n yan 1J ... ,r1n1rul ctcnlunn ttobng11I ' a uu ah 

,. 13 inunu dlntur dalum Pcra turan Daer 
• i,upntcn unymn1:tH Nomor 19 , . 

" 1' 1 ohun 20 I I ten ta ng Retribus• 
1 81, umum Di l(obuputcn 8 

, ,, \ yurun Relribusi n.nyumus diwajibkan untuk meJakukan 
J)(°lll )ll. • 

I• . 
111,ri odnlnh hori kcrjn. 

ltcn,ungutun odn.lah suatu dan· 
1~ rangkaia n keglatan mulai 

.,,,11ghimpunan data objek dnn . 
t' · . . "' subJek retribusi, penentuan 
l)Csamyn rctribus, terutung . . . 

.. . . • sampa1 kcgiatan penagihan retnbusi 
kcpnda waJtb retnbus1 serta pcngaw 

asan penyelorannya. 
~• sa Retribusi adalah suat · 

1 • iv,ll • . • u Jangka waktu tertentu yang merupakan 
l)atoS waktu bag1 WaJtb Retribusi untuk r k • dan· 
Pcmerintah Daerah. 

memaniaat an Jasa umum 

IS. surot Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan earn lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKRD,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya 
jumlah pokok retribusi yang terutang. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena 

jumlah ketetapan retribusi lebih kecil dari jumlah retribusi 

terutang. 

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 

jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah penetapan 

retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya 

tidak terutartg. 

22. Surat Tagihan Retribusi Oaerah,yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga dan/ atau denda . 

23. Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah da ta, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara 

objektif dan profesional berdasarkan suatu stand~ pemerik~aan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewaJ1ban retribusi 
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ct,,11/ otou lllllllk l ltjuun I · i 
H n dalam k k ketentuan l<'r:,turnn pcrundung•und rang a mclaksana an 

I ongun retribusi dncrah. 

" BAB 11 
INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasal2 

111 
Pt•inungutun Retribusi dilak k 

sana an oleh Dinas. 

t{epala Dinas diberi pelim ah 
(21 ak P an sebagian kewenangan oleh Bupati dalam 

n,elaksan an pemungutan Retribusi. 

,:
1 

Pelimpahan sebagian kew 
,-. enangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati · • 
1111. 

BAB III 
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 

Bagian Kesatu 
Tata cara Pendaftaran 

Pasal 3 

[I) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan oleh Pemilik Menara atau yang 
diberi kuasa dengan persyaratan sebagai berikut: 

a. mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh 
Pemilik Menara atau yang diberi kuasa dengan Bahasa Indonesia 

ditujukan kepada Kepala Dinas, yang memuat keterangan sebagai 

berikut: 

1. nama pemilik Menara; 

2. alarnat Pemilik Menara; 

3. lokasi menara; 

4. tinggi menara; 
5. tahun pembuatan/pemasangan menara; 

6. beban/beban maksimum menara; 

7. jumlah BTS dalam menara. 

. dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan 
b. Permohonan sebagrumana . 

ebagai benkut: 
data/ dokumen pendukung 8 

. milik Menara untuk perorangan dan akta 
1. foto kopi idenotas pe . 

kum untuk badan, 
pendirian badan hu 
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,. 

,l11l111n hnl dllmnHnl<on l•c I B dan dit:ambahkan , put n ornng otou o , 
!'i\\tot lrn""" utnu l><!rJtmJiun yung dlbubuhi metcrai secukupnya 
c1ori l'cmlllk Mcnnru· 

' 
\ h\lkti K<'P<'miliknn l I / , · nnn , i:tUrut pcngunsann tanah; 
-' · 111nrnl kc-l<"nmRon lu11nh dnrl l h/k I d uru cpu a csa; 
:;. <ll,lmmrn Ntundnr bnku l<un l k . s ru s1 mennru. 

,:I r,,r,1,ulir pcndnnunm Ncl>nguimnnu <.Jimoki:tud pada ayat (1), tercantum 

d"l:1n1 Lnmplron I ynng mcrupukon bagian tidak terpisahkan dari 

1,~r.,nimn Hupt\li \nl. 

,1 r,,n,mlir lx-scrtn kclcngkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 

1 n. di~ mhkan kcpadu Pejabat yang ditunjuk. 

Bagian Kedua 
l'otn earn Pendataan Objek Retribusi clan Subjek Retribusi 

Pasal 4 

.1 Pcndatnan objek dan subjek Retribusi dilaksanakan oleh Kepala Dinas. 

, DJ.l.lm hal diperlukan, Kepala Dinas melaksanakan pendataan objek dan 

subjek Retribusi dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/instansi 

yang terkait. 

:3f Pcndataan objek dan subjek Retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga 

yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh 

Dinas. 

BAB IV 

MASA RETRIBUSI DAN SMT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 5 

Mua Rctribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun. 

Pasal 6 

Il l Saat Retribusi tcrutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD. 

12) Kepala Dinas menerbitkan SKRD. 
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BABV 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal7 

,~ih\)'"" Pemungutan Retribusi di Daerah. 

BAB VI 
TATA CARA 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Ba gian Kesatu 
Ta ta Cara Pemungutan 

Pasal 8 

(I) pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

l.l) remungutan retribusi dilaksanakan d ak SKRD engan menggun an -

(3l Bentuk dan f~rrnat SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 

CARA MENGHITUNG, TATA CARA PEMBAYARAN 

DAN TATA CARA PENAGIHAN 

Bagian Kesatu 

Cara Menghitung Retribusi 

Pasal 9 

Cara perhitungan Retribusi tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan 

bagian tidal< terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pembayaran 

Pasal 10 

Ill Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus. 

'2) p b t ·b 1· terutang dilaksanakan setelah diterbitkannya SKRD. , em ayaran re ri us 

(l) Retribusi terutang dibayarkan di Dinas. 

(4) · ana dimaksud dalam ayat (2) , dilunasi paling 
Retribusi terutang sebaga.un . . SKRD 

• ·ak diterb1tkannya · 
lambat 15 (lima belas) han seJ 
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l'r'"IJ"yurnn Rel rlbuHI scboguln aJ<ukan 
,~1 lona dlmakRud pada ayat (3), dil 

,lrll~'"' mcnggunnkun formulir SSRO. 

nrntuk <Inn fonnot SSRD tercant d . akan 
1~1 . . . ' um alam Lamp1ran IV yang merup 

IJ{\~inn udok terp1snhkun dori Per t . . . o Uran Bupati m1. 

Pasal 11 

b·ta ttlnggal jotuh tern KRD 
,'P,' 1 po sebagaimana tercantum dalam S 
t,er1Cpt1tan dcngan hnri libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja 
t<tikutnyo. 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Penagihan 

Pasal 12 

(ll Dalnm hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran 

sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), 
Kepala Dinas melakukan teguran. 

(21 Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara 
terrulis. 

(31 Dalam hal diperlukan Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali sampai dengan jangka waktu kurang 

dari sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD. 

\ 

141 Bentuk dan format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampira n 

V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 

U) Setelah sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD, Kepala Dinas 

melakukan penagihan. 

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan 

menggunakan STRD. 

0) STRD diterbitkan oleh Kepala Dinas segera setelah tanggal sebagaimana 

dimaksud pad a ayat ( 1). 

Ii) Dalarn STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat juga denda 

Yang harus dibayarkan. 
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() ndn cllhilung Mccnru bul tanggal 
,1 ' . unun dun diperhltungkan sejak 
(· !<fh:u:nlm111rn d1mnksuu pudu uyo t ( 1 ). 

M""lJil" lltnAAnl Jutuh tempo 8 b I d lam STRD r l d e aga mana tercantum a 
1l("rll'Pnhm cngnn hnri libur pcmb . d hari kerja 
t-rrlk\llnyn. 

' ayaran dapat dtlakukan pa a 

Orntuk dmt format STRD tercantu d 1 . rupakan 
('l . . m a am Lamptran VI yang me 

\)..'\~ 1\n t1dak tc rpasahkan dari Pera tura n Bupa ti ini. 

BABVIII 
PENGURANGAN, KERINOANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 14 

11) Pcngumngan dan keringanan Retribusi diberikan dengan melihat 
kcmampuan Wajib Retribusi. 

;21 Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat 

dilak-ukan dalam hal terdapat permohonan dari Wajib Retribusi 

mcngenai pengurangan besarnya Retribusi terutang sebagairnana 
tercantum dalam SKRD. 

!31 Keringanan dapat diajukan oleh Wajib Retribusi dengan 
permohonan untuk membayar secara angsuran atas kewajiban 
membayar Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam 
SKRD. 

14) Permohonan keringanan dipertimbangkan apabila Pemohon telah 

membayar kewajiban Retribusi terutangnya paling sedikit 30% (tiga puluh 

persen) dari seluruh kewajibannya. 

15) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), retribusi diberikan 

dengan melihat fungsi objek Retribusi. 

Pasal 15 

II) Untuk mengajukan pennohonan pengurangan, keringanan clan 

pembebasan retribusi, Wajib Retribusi mengajukan pennohonan 

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas 

dengan dilampiri SKRD dan alasan-alasan pengurangan, keringanan dan 

pembebasan. 

12) p k ·nganan dan pembebasan hanya atas SKRD ermohonan pengurangan, en 

Yang telah ditetapkan. 
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r 
rnohonan pengurnngan k · 'b · dalam 'l per ' ennganan atau pembebasan Retn USl 

p jllngku waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal 
dilerirnanya SKRD. 

pola.rn hal pennohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan 

Retribusi telah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

perrnohonan tidak dapat diterima. 

(S) Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

}{epala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap objek Retribusi. 

16) AtaS 

Kepala 

permohonan 

Dinas 

Wajib Retribusi. 

pengurangan a tau 

melakukan penilaian 

keringanan 

terhadap 

Retribusi, 

kemampuan 

(7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas 

dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak dan 

ditetapkan dalam Keputusan. 

(81 Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mencantumkan juga 

alasan pengabulan atau penolakannya. 

Pasal 16 

(!) Atas permohonan pengurangan, atau pembebasan Retribusi tidak 

menunda Wajib Retribusi untuk melaksanakan kewajiban 

pembayarannya. 

(2) Atas permohonan keringanan, apabila telah disetujui terhadap sisa 

kewajiban Retribusi tidak dikenakan denda administrasi. 

(3) Denda adm.inistrasi sebagaimana climaksud pada ayat (2), 

dikenakan apabila Wajib Retribusi tidak membayar kewajibannya 

pada tanggal jatuh tempo terakhir sebagaimana tercantum dalam 

Keputusan persetujuan keringanan, 
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UAII IX 

l<Ut~ANO DAYJ\R 

l'trnol 21 

kd<uh,n~nn danya pcmbuyuron rclrlbusl akibat a 
1-d 1tl11kl){'nnrun ntn~ p e n . . 

c lnpon bc~urnyu rolribusi, dipungut retnbus1· 

., 1,1ntl\lt,m rc tribtrn\ b 
• t:\c nguhnunu dimnksud pada ayat (1), dilaksanakan 

,lrn t~lln ~1,RDKU. 

,;I ,~ mbayamn ke kurnngnn rclrlbusl dilnksa nnkan di Dinas. 

1, 1 ,,ms kck--umngon sciumtnJ1 pemb d"k aka d d be ar 201 "' ayara n, 1 en n en a se s 10 

(dU:\ pcrscn) pe r bula n . 

• ~I Bcntuk dun forma t SKRDKB tercantum dalam Lampiran Vil yang 

merupo.knn baaian tidakterpi·sahk d . P . . . 0 • an an eraturan Bupati m1. 

BABX 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pa sa l22 

d l At.as kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat 

mengajukan pe rmohonan pengembalian kepada Dinas. 

Cl Unruk mengajukan 

pembayaran retribusi, 

secara tertulis dalam 

permohonan pengembalian kelebihan 

Wajib Retribusi mengajukan pennohonan 

Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas 

dengan dilampiri SKRD dan Tanda Bukti Penerimaan Retribus i. 

Iii Dalam jangka waktu paling lama 6 (enarn) bulan sejak permohonan 

diterima lengkap, Ke pala Dinas wajib m emberikan keputusan. 

141 Oalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 

l · maka permohonan tersebut dianggap disetujui dan ter ampaui, 
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.. b 
j k I I SKRDLB waJl 

,I ,1,,1n 1111 JI. 11 wo <. Lt puling loma I (satu) bulan, 

111
,crt1ltk11n , 

-'l\;ibiln pcngcrnbulion keleblhan 

rl 1r,,·,1I 2 (duu) bulnn muka Kepala 

· · dilak1J.kan pembayaran retnbust 
. balan bunga Dinas memberikan 1m 

1-rbe~"r 2 ~{, (dua persen) tiap buJan 

1cclcbihtu1 pcmbuyaran rctribusi. 

bayaran atas keterlambatan pem 

pcml>ayarun kelebihan pembayaran dan bunga dilaksanakan di Dinas. 
tf' 

acntuk dan format Sl<RDLB, tercantum dalam Lampiran VIII yang ,·1 

n,crupakan bngian lidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

raturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

?:rSturall Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 2 8 DEC 2013 

BUPATI BANYUMAS, 

~ < -
ACHMAD HUSEIN 

Diundangkan c11 urao~ECO 2013 
Pada Tanggal ...... ........................... . 

SEKRETARIS RAH KABUPATEN BANYUMAS. -
embin Utama Muda 

NIP 1_9640116 199003 1 ooi ' ~ 
!!rnm Di\ERIIH lv\BUPA'TEN eA.,YUM.'5 TABUN & ... NOMOR ........ ! _ _____ . 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR TAHUN 2013 TENTA.NG .. DA 
N TATA CJ-U'I• 

PETUNJUK PELAKSANAAN DA ALIAN 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGEND 

MENARA TELEKOMUNJKASI 

BENTUK DAN FORMAT 

FORMULIR PENDAFTARAN 

WAJIB RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

Pu.rwokerto, ....... ................ .... . 

Kepada Yth. 

Kepala OINHUBKOMINFO 

Kab. Banyumas 

()en~ ini kBmi_ mc~gajukan p,'nnohonan scbagai wajib netribusi ~gcndalian Mcnara Tclckomunikasi 
~ 1,.~td811gan sebagai ~rilmt : 

PiaJJIA PCJni)ik Mcnara 
I ,tJamat ~milik Menara 
i ,tJAIJlJlt Mcnara 
l- 1,o1a1si Mcnara : pcrkotaan / pedesaan 1• 
•· TlnW Mcnara 
S Juntlah Pcngguna Mcnara/ jml BTS 
6. fabun ~buatan Menara 
1. (lebsn Ma)csimum m cnara 
! LongittUde / Lauttude 
io. ranggal dan Nomor lMB 

~ bahaD pertimbangan kami lampirkan : 

j7tll tDpi idcntitas pcmilik menara untu.k perorangan dan akta p,'ndman badan hukum untuk badan; . 1 
d4)am bal diloresekao kepada orang atau Baden, ditembahkan surat kua.sa a!Bu perjanj1an yang dibububl 

II. Jnrttni secu)rupnya dari Pcmilik menara; 

~ ~ ~ ::d~ su~~~~en/~== ~; 
t. clolruDICD standar baku konstruksi mcnara. 

1• corct yang tidak perlu 

Pcmobon 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 2 8 DEC 2013 

~ · 
ACHMAD HUSEIN 

t-
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LAMPIHAN 11 

P8RATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 

TAI IUN 2013 TENT/\NO 

PETUN,JUI< PELI\KSI\NAAN DAN TATA CARA 

PEMUNOU'\'AN Rl~'fRlBUSl PENGENDALIAN 

MENI\RA TELEKOMUNIKASI 

OENTUK DAN FORMAT 

SUlQ\T KETETAPI\N RETRIBUSI DAERAH (SKRD) 

. t~~iNTAII KAOUPATEN SKRD Nomor Urut : rt" UANYUMAS (Surat Ketetapan Retribuai 
otNIIUBKOMINFO Daerah) 

11 M11n;ontn.m Tnrtjung 
~ No 460 Purwokerto Tahun : ......... 

: 
' :11~ : 

r;\AI 

NOMOR JENIS RETRJBUSI DAERAH JUMLAH 
PENGENDALIAN MENARA 
TELEKOMUNlKASI 
Lokasl: ....... ....... 
Periode: Tahun ... ......... .. 
Jumlah Ketetapan Pokok Rp. 
Relribusi 
Jumlah Sanksi Rp. 
Jumlah Keseluruhan Rp. 

~l!lln Huruf : -
pUUtATlAN : 
J. Harap pcnyctoran dilakukan pada Kas Dacrah atau tempat lain yang ditctapkan; 

2. Apabila SK.RD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari sctclah SKRD 
dit.erima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap 
bulan. 

Purwokerto, ....... ...................... 20 .. 
An.Kepala DINHUBKOMINFOKabupaten Banyumas 

Bendahara Penerima 

Ditetapkan di Purwokerto 
pada tanggal 

ACHMAD HUSEIN 

Dipindai dengan CamScanner 
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,.. 

LAMPIRAN Ill 

PERATUR 
AN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 
TAHUN 2013 TENTANG 

PETUNJUJ( PELAJ<SANMN DAN TATA CARA 

PEM\JNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN 

MENARA TELEl(OMUNIKASI 

TATA CARA PERHITUNGAN BESARNYA 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

i:trhitungan a ta u . penilaian besaran retribusi menara diukur dengan 

rncrnpertimbangkan tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi pengawasan dan 
~~ndalian menara telekomunikasi termasuk pemberian !ayanan jasa keamanan 

r ...,enara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah Besamya nilai retribusi adalab ~as ,u . 

~'ilai J ual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan 

~ gunan Menara Telekomunikasi dikalikan prosentase paling banyak sebesar 2% 

iJu3 perseratus). 

Silai Koefisien tersebut adalah: 

I. Nilai koefisien perhitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi : 
a. Berdasarkan Kawasan Penempatan/Lokasi Menara. 

KAWASAN PENEMPATAN (LM) NII.AI(% ) 

Kawasan Perkotaan 1,60 

Kawasan Pedesaan 0,80 

b. B d arkan Penggunaan Menara er as 
PENGGUNAAN MENARA (PM) NII.AI (%) 

< 3 Operator Telekomunikasi 2,00 

2: 3 Operator Telekomunikasi 0,50 

C. Berdasarkan Ketinggian M ara en 
KETINGGIAN MENARA (KM) NII.AI(%) 

0,75 
6,01 " meter 34,99 meter 

I 
35 meter 69,99 meter 

1,50 
Di atas 70 meter 

2 Seba gai Dasar Perhitungan Pajak Bu rm dan Bangunan · Nilai Jual Objek Pajak 
M ·k . enara Telekomum as1 
- BESARNYA 

TELEKOMUNIKASI NJOP 
Mo KELOMPOK RETRIBUSI MENARA MENARA fRol 
- munikasi Untuk Usaha Jasa I. KELOMPOK - A : Menara Teleko 

t--- Telekomunikasi Seluler 450.000.000 
A-1 Ketinggian 70 meter ke atas 300.000.000 -

d 69 99 meter 
150.000.000 A-2 K t' 'an 35 meters. ' -- e mggt 34 99 meter 

A 3 K . . 6 01 meter s.d , .._____ - etmggian , 
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- 11 - ·1rn1.0MPOI\ - ll : ~--- -----·· - ---
M<'lli\t n HMln/Tt'lcvlAI yonr, 111 • P<'tftllrlnknn u 1'rlr,konu111lknRI Srlulrr ntuk UMh(I JMn 

,, :-, l\~tl11~tl1rn 7_ci"'in"ct~-kr nlnt1 
400.000.000 - 11-:.I Krtlnrotlnn 3 5 rnc trr l'l.fl b9 99 -- - - - -- • lllclcr 200.000.000 11-3 l<clinRginn 6,0 I met rt 8 _11 3_, 

99 - •· -- • tnc tcr 100.000.000 
Ill 1mt.OMl'OK - C : 

I 
t.knnm l.,1i1myn ynnc Dlpcrgunnk U 

• • 1111 ntuk Ui.uhn Jaea 1"'h-komu111kot11 Sclulrr 
j --•-c -1 Kctingginn 70 lllclcr kc 1111111 -- N l\etingglnn 35 me ter ff.cl 69,99 mclc r 

200.000.000 

100.000.000 --- cTirtin~ i1111 6 ,01 tnc le r l'l.d J •l,IJIJ meter 
50.000.000 , -

) Contoh Pt-rhitun~nn/pcnilaiun hcROron rclribusi mcnara bcrsama: 

Pt-nd,ri:\n Ml"nnrn Telckomunlkasi dengan ketinggian 72 m clipcrgunakan oleh 2 

1Jua,) penydcnggnrn / operator lelekomunikasi dan berada di wilayah kawasan 

pc-rl.-otann, mo.kn formula perhitungan tarif retribusinya adalah sebagai berikut : 

~~ fisien Wilnyah Perkotaan (LM): 1,6 

~lumlah pengguna menara 2 operator (PM): 2 

nnggi Mennra (KM): 72 meter 

SJOP Menara Kelompok A dengan ketinggian di ats 70 meter: Rp 450.000,­
Rumus Pcrhitungan Menara= 

(1.\! + PM + KM) % x NJOP sebagai dasar perhitungan PBB Menara 

3 

fl,6 + 2 + },50) : 3) X 100% = 1,7% 

tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 1,7% x Rp. 

<50.000.000,- = Rp. 7 .650.000,- / tahun 

Jadi jumlah Retribusi yang harus clibayarkan pertahun = Rp. 7 .650.000,00 (tujuh 

J'Jta cnam ratus lima puluh ribu rupiah) 

Ditetapkan di Purwokerto 
pada tanggal 

BUPATI BANYUMAS, 

~ --
ACHMAD HUSEIN 

Dipindai dengan CamScanner 
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I 

LAMPIRAN JV 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR TAHUN 2013 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALlAN 

MENARA TELEKOMUNIKASI 

BENTUK DAN FORMAT 

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) 

SU PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

~ p ditcrimn uung scbcsur 
" RAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) 

: Rp ................... ... ............... No.STS : ·········•··············· ocngan huruf ..... ...................................... 
.......................................... Bank : .......................... 

~cttr,ngan . ········ ··········•· .. ,, .................. No.Rek : ·························· 
I ·········································· 

()tnt:!'ln rinci?n sebo11.n.i _berilrut: 
- No Kode Rekemng Uraian Jumlah I R~cian (Rp.l 
I Obvek --
I 
' 
I 
I JUMLAH 
I 

I 
Prtunjuk Pengisian Uang tcrscbutditerima bank 
a. Fonnulir ini digunakan untuk penyetoran pad a tanggal ........ ...... ......... 

I PENDAPATAN. (Lampirkan slip setoran bankl 
b. Satu lembar STS agar disertai satu lembar slip Diselor oleh : 

I &etoran bank. Nama . ········································ 
I C. No. STS agar diisi sesuai dengan tata earn Jabatan ......................................... 
I penomoran di SKPD Tanda Tangan ......................................... 

I 
d. Kode rckeniniz aizar diisi lemzkao. denizan format: Mengetahui : 

: 1 xx oo I 00 X Ix l X I xx I xx 
Nama • ••••••• ••• •••••••••• •• • oo •••••• • ••••••• • 

Jabatan .. ....................................... 
I Kode Kode Kode AIC\m Tanda Tangan . ........................................ 

' SKP0(5 Kegiatan Pendapatan Lengkap 
d.ii!iU (4 Diltitl 17 di11.itl 

Ditetapkan di Purwokerto 
pada tanggal 

BUPATI BANYUMAS, 

~ 
ACHMAD HUSEIN 

t 17 

~ 
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LAMPll~I\N V 

PEt~A1'UtMN OUPI\TI OANYUMAS NOMOR 

TAIIUN 20l31'ENTANO PETUNJUK 
PELAl<SANAAN DAN TATA CARA 

PEMUNOUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI 

BENTUK DAN FOl~MAT 

SURAT TEGURAN 
RETRIBUSI PENGENO 

ALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

Purwokerto, ................................... ...... .. 
Kepada Yth. 

Tegumn 

Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada kantor karni, sesuai 
dengan Surat Ketetapan Retnbusi Daerah yang telah Saudara terima, sampai 
dengan saat ini Saudara belum membayar/kurang membayar Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menjadi kewajiban Saudara. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara segera melunasi 
tagihan retribusi di Kantor DINHUBKOMlNFO Kabupa ten Banyumas pada hari 
kerja segera setelah diterimanya surat ini. 

Demikian untuk menjadikan maklum. 

Kepala OINHUBKOMlNFO 
Kab. Banyumas 

········ ············ ······················· 

Ditetapkan di Purwokerto 
pada tanggal 

ACHMAD HUSEIN 

Dipindai dengan CamScanner 
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I.Mv11'11~AN VI 

Pi.!:RATUl~AN IJUPI\TI Bi\NYUMA8 NOMOR : 

l'AIIUN 2013 TENTANO PETUNJUK 

Pl~LAl<8ANAAN DAN TATA CARA 

t11.~MUNOUTAN RETRIBUSI PENOENDALlAN 

Ml~NARA TEl,1£KOMUNIKASI 

nt,: Nl UI\ DAN F'ONMAT ~URI\T Ti\O1111\N RETRIBUSI DAERAH (STRD) 

______ Uc-11ln" "kmi 

., ; ;.. 1\.m1hl. Mr 111\l'n · - -- :.::.::....:~·-"~"-• .. _ .. _ ... c;..;".:.:." •:.;; .. .:.:.":.:.; .. ·.:.:. .. :.:.; .. •.:.:." .:.:."·:.:.1•I _ _ _ _ _ ___ _ 
, i fl\l l 1' m,Jil; Mr nl\lll 
ll •m I ~MlAf"II 

.._• • • '-"" l'\n<'ml'-llrtn Mc-nan1 (L.\11 
f\~M11n Mo,;\m ll'Ml pcrkutoon /pcdc1'uu.n 1• 

• Lrl "!\l:T"'n '4rnAm (t\M) 
... ~11' 

• _ ... 1'r-n~d1.1h3n Mcn11rn Tclckomuniknsi 
0 (LM + PM + KM) % x NJOP 

3 
• Rp ........... ...... ............ ...... . 
Rp . .. ....... ........... ................. . 
Dengan Hurur : 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

~ ::::..;..._. _________________ Rp. 

1_ . t.itl..\GAS : 

~ lormulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan 
;:!mi pengisjan formulir ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang 

r ..b 

........................ tgl .............. ....... .. . 

An. Kepala DlNHUBKOMlNFO Kab. Banyumas 
Bendahara Penerima 

Ditetapkan di Purwokerto 
pada tanggal 

ACHMAD HUSEIN 
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I 

' 

LAM Pfl~AN VII 

PERATURAN BUPATJ BANYUMAS NOMOR 

TAHUN 2013 TENTANO PETUNJUK 

PELAJ<SANAAN DAN TATA CARA 

PEMUNOUTAN RETRIBUSJ PENGENDALIAN 

MENARA TELEKOMUNll<ASI 

BENTUK DAN fe'ORMAT 

suRAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH J<URANO BAYAR (SKRDKB) 

ri,.MfJUNTAII t-AIJUPA TEN Sl<WOl<n Nomor Urul : 
OANYUMAS (Sumt l<l'l<'tnpon Mt'trilnud Oncruh l<urung Bnyor) 

DINI IUUh:OMINFO 
I JI. Mllll!:tntara Tnnjung Tnhun : ......... 

No ◄60 Pu~l«-no 

. ~ : ············ .. , , ......... ........................ 
' .\IIID"'' 

: ····················· .. ····· .. ,, ................. 
NOMOR JEl'f!S RETRJBUSI OAERAl-1 JUMLAH 

KEl<URANOAN PEMBAYARAN RETRJBUSI RETRJBUSI 
PENOENOALIAN MENARA 

Periodc : Tnhun .. ........ .... 

Jumlah Keletapan Pokok Rctribusi Yang Telah 
Oibn.yar 

Rp. 

Jumlah Kckurangan Retribusi Rp. 

Jumlah Yang Harus Oibayar Rp. 

0i:npn Hwul : 

M:RHAllAN : 
I. Hanlp pcnyct.ornn dilakukan pada Kas Daerah dengan mcnggunakan Surat Setoran Retribusl Daerah (SSRD). 

Pmiegang J.'.as Daerah di Bank Jateng Cabang Purwokerto No. Rek. .. .. .. ... . .. 

2. Apabila SKRDKB ini tidak atau kurang d.ibayar lewat waktu paling Jama 30 bari setelab SKRDKB diterima 
dikenakao sanksi ad.ministrasi dend.a berupa bunga sebesar 2 % (duo persen) tiap bulan. 

Purwokerto, .......... ........... 20 ... 
An. l<epala OinhubkominfoKabupaten Banyumas 

Bendabara Penerima 

Ditetapkan di Purwokerto 
pada tanggal 

ACHMAD HUSEIN 
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I.AMPl~AN VIII 

Pl•:l~ATUl~AN I\UPA'f'I 11/\NYUM/\8 NOMOR 

TAIIUN 201 :-\ Tli:NTANO P~TUN,JUK 

l,EI.AlrnANAAN DAN TATA CAHA 

PEMUNOUTAN IU~TrmJUSI PENOENDALIAN 

MENARA TP.l.~l<OMUNIKJ\81 

UENTUK DAN 1101{MAT 

SURAT KETETAPAN RETRllJUHI IJAl~l~AI I 1.EOII I DAYAR (SKRDLB) 

~ URAl' ~ ETl:TAl'AN IHITRIIIUHI IJAl.;J(AII 1.1 :UIII UAYAI< 

- " \A~ i-J.'\'iMI" 1iu1·, n :i•r 1wn ,,M ~- -- - -
t~tft_llOf' Urul : 8 K H IJ I. U 

DI ll l'Ht..O MINl"O I urnl Kr1r 1npon ll.r111lm8J IJn~ru, l,lnJ1 llnynr I 
,n M1u;&n11m , l'AnJUn(l 

Tnhun : ... ...... 
Ne, •H_-.() I\Jn,.,-krn o 

.-
' 
' ~ ().",y-k ""-1•),; \f'UC\1 : 

~ivuR JENIS RETRJBUSI 01\E RAJI JUMIAH 

KELEBIHAN PEMBI\YARAN RETRJOUSI 

PENOENDAUAN MEN~ TELEKOMUNIKASI 
l.okil!lil : 
~ ode : Tnhun .............. 

J u_mlah KrtctApan Pokok Rctribusi Yang Tclah dibaylll' Rp. 
Juml&h Krlcblhan Rp. 

Jumlah Yang Hruus Dibayar Rp. 

~Haruf : 

~ A.ilA.."I · 

..,_!,J.t SDU)LB m.i udak etau lrumng dibaylll' lewat wektu paling lama 30 hari sc:telah SKRDLB ditmma d ikn,alran 

~ lld::::rustras denda bcrupn bunga aebesar 2 % (due per9Cll) tiap bulan. 
Purwokerto, .. ...... ................. .. ... 20 ... . 

An. Kq>ala Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas 

Bcndahara Penerima 

Ditetapkan di Pwwokerto 
pada tanggal 

ACHMAD HUSEIN 
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